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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Terminal sudu adalah salah satu terminal yang terdapat di Kecamatan Alla

Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Terminal sudu merupakan

ngsi melayani kendaraan umum
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pasar parkir dibadan jalan, hal ini membuat kemacetan yang sangat panjang.

Selain itu, banyaknya bangunan-bangunan liar yang memenuhi area terminal,
sehingga kendaraan tidak bisa di parkir dalam terminal serta, banyak pengguna
kendaraan yang menjadikan halaman rumah warga sebagai lahan parkir. Terminal
adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan

serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kedaraan umum.



Keberadaan terminal berperan dalam menentukan tingkat Kinerja dari
pelayanan angkutan umum dalam suatu wilayah. Berdasarkan PM No. 132 Th.
2015, penyelenggaraan terminal angkutan umum harus dilengkapi dengan fasilitas
didalamnya baik itu fasilitas utama maupun fasilitas penunjang, agar kendaraan

yang masuk kearea terminal bisa lebih tertib dan mematuhi rambu-rambu yang

telah disediakan.

transit penumpang, alat pemadam kebakaran, dan fasilitas umum. Sekilas regulasi
yang menjelaskan mengenai standar fasilitas terminal yang semestinya dimiliki
oleh setiap terminal diseluruh Indonesia. Namun kondisi nyata yang ada saat ini,
meskipun terdapat beberapa terminal dengan standar yang bagus dan telah sesuai
namun, hal itu hanya terdapat pada sebagian kota saja. Kondisi fasilitas utama

ataupun penunjang pada terminal pada umumnya sangat tidak layak dan tidak



nyaman untuk dikunjungi. Banyak permasalahan yang ada mulai dari awal ketika
seorang calon penumpang akan menunggu di tempat tunggu atau menuju
ketempat pemberhentian yang sesuai dengan kota atau daerah yang mereka tuju.
Tidak ada jalan khusus yang memudahkan calon penumpang, mereka harus

berjalan melewati jalur pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum,

sehingga rawan terjadi hal-ha diinginkan.

Undang-Undang No#22 deJalu lintas dan angkutan jalan

Masalah ini bukan hanya-terjad ermminal Sudu Kabupaten Enrekang saja
tapi sebagian terminal-terminal diseluruh Indonesia memiliki berbagai
permasalahan yang sama. Dari beberapa permasalahan menyebabkan sistem
manejemen pada setiap terminal yang ada semakin menurun. Pengelolaan
retribusi terminal merupakan salah satu variable yang berperan dalam
pengembangan transportasi, dapat menunjang aktivitas para pengguna jasa

angkutan umum, dan pengelolaan retribusi terminal memiliki potensi besar



memberikan masukan pada kas daerah guna menunjang Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kabupaten Enrekang.

Pengelolaan retribusi terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk membiayai

pembangunan serta kebutuhan suatu daerah. Retribusi terminal merupakan salah

n Enrekang yang bersumber dari
CH

n Enrekang No.10 Tahun
MU Hrq "Ff atwran Daerah Kabupaten

satu Pendapatan Asli Daerah (PAD

Rp40.000.000 G ' 5.000 03 6 targetnya sebesar
Rp40.000.000
Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kab.Enrekang, Februari 2017).
Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan retribusi
terminal Sudu di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dari Tahun 2015-2016
belum mencapai target yang sudah ditentukan. Pemasukan daerah yang berasal
dari PAD yang semakin menurun dari tahun ke tahun menjadi tumpuan yang

utama dan dimakasimalkan oleh daerah, sehingga upaya-upaya dalam



pemanfaatan kekayaan yang dimiliki oleh daerah dapat terus digali. Komponen
yang mendukung PAD itu adalah yang dapat digunakan untuk membiayai
kebutuhan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
Retribusi daerah merupakan salah satu bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yang memiliki potensi tersebut setelah pajak.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 an Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
adalah Retribusi Daerah ye -'/ \'- Retribusi yaitu pungutan daerah

4 44,\.

Pengelolaan terhadap retribusi terminal sudu Kabupaten Enrekang dinilai

belum optimal akibatnya realisasi penerimaan retribusi terminal tidak dapat
mencapai target yang telah ditetapkan Pemerintah daerah sehingga sangat perlu
adanya pengelolaan yang baik dari pemerintah daerah. Maka untuk melihat tahap
pengelolaan retribusi terminal Sudu Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang perlu

kiranya dilakukan lebih jauh sebuah penelitian ilmiah untuk melihat sejauh mana



tahap dalam pengelolaan yang dilakukan selama ini sehingga peneliti mencoba
mengambil judul “Pengelolaan Retribusi Terminal Sudu di Kecamatan Alla

Kabupaten Enrekang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan

sebuah pertanyaan yaitu:

1. Untuk mengetahui perencanaan retribusi Terminal Sudu di Kecamatan Alla
dalam Kabupaten Enrekang.

2. Untuk mengetahui pengorganisasian retribusi Terminal Sudu di Kecamatan
Alla Kabupaten Enrekang.

3. Untuk mengetahui penggerakkan retribusi Terminal Sudu di Kecamatan Alla

Kabupaten Enrekang.



4. Untuk mengetahui pengawasan retribusi Terminal Sudu di Kecamatan Alla
Kabupaten Enrekang.
D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

upaya untuk penjelasan tentang
juga dalam rangka

dan teori-teori

1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoriti

proses pengelolaap
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Manajemen

1.  Pengertian Manajemen

Terry (2009:9) menge a pengelolaan sama dengan manajemen

sehingga pengelola
,.f

perencanaan, PEGOrgaiise
=)
d {/,ah O "\h

Y

nroses membeda-bedakan atas

sebelumnya melalui usaha 0ra ain. ertian manajemen diatas, terdapat
beberapa bagian manajemen yang meliputi :
1. Unsur sifat, yaitu :
a. Manajemen sebagai suatu seni
b. Manajemen sebagai suatu ilmu
2. Unsur fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan

pengendalian/pengawasan



3. Unsur sasaran, yaitu :
a. Pegawai, yaitu orang yang telah menjadi unsur integral dari organisasi
b. Mekanisme kerja, yaitu cara atau tahapan yang dilakukan organisasi dalam

usaha pencapaian tujuan

4. Unsur tujuan, yaitu hgin dicapai dalam organisasi.
K .

Berdasarkan ' dene pengelolaan  berasal
- !1 enyelengarakan, menjalankan

dari kata kelola

Siswanto, (2005:21) pengelolaan merupakan suatu aktifitas yang sistematis
yang saling bersusulan agar tercapai tujuan. Pengelolaan dapat diartikan sebagai
manajemen, manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh
individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu
tujuan. Pengertian tersebut dalam skala aktifitas juga dapat diartikan sebagali

aktifitas menerbitkan, mengatur, dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang,
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sehingga mampu mengemukakan, menata, dan merapikan segala sesuatu yang ada
disekitarnya, mengetahui prinsip-prinsipnya serta menjadi hidup selaras dan serasi
dengan yang lainnya.

Pengelolaan dikaitkan dengan aktivitas perencanaan, pengorganisasian,

pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan

pengelolaan dalam konteks manajeimen-adatai-memungkinkan sekelompok orang
untuk mencapai tujuan organisasional secara bersama-sama. Selain itu
pengelolaan memungkinkan kerjasama antar orang-orang dan individu di dalam
organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Fungsi Manajemen

G.R.Terry dalam H.Malayu (2006:2) manajemen pengelolaan adalah proses

yang terdiri dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan
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pengawasan/pengendalian. Untuk mencapai tujuan organisasi secara maksimal
maka Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Enrekang harus
menjalankan fungsi manajemen secara maksimal. Adapun penjelasan dari fungsi-

fungsi manajemen sebagai berikut:

a. Perencanaan (Planning)

Sondang P Siagian (2005:36) mengatakan bahwa perencanaan merupakan

usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang
tentang hal-hal yang dikerjakan dimasa depan dalam dan oleh suatu organisasi
dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. T.Hani Handoko (2009:79)
mengatakan bahwa dalam penetapan perencanaan yang baik, langkah-langkah

yang harus dilakukan yaitu :
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1. Menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan
2. Merumuskan keadaan saat ini
3. Megidentifikasi segala kemudaham dan hambatan
4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan

Proses perencanaan dapat ditinjau dari tiga segi, dengan perkataan lain
bahwa fungsi perencanaan dapat @ anakan dengan baik melalui tiga cara.
Cara-cara tersebut vyai / \- ifat-sifat atau ciri-ciri suatu
rencana yang bai / P&Q MUHA‘ ;%\ ahakan agar rencana
(; nKASS \ :

W & W -

'r.y/

;_-y ‘?f""' Jolft

Silalahi (2011:150) adals ana, manajer tidak bisa tahu
bagaimana mereka harus mengatur orang dan sumber daya, mereka mungkin
bahkan tidak memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang mereka butuhkan
untuk mengatur. Tanpa rencana, mereka tidak dapat memimpin dengan keyakinan
atau mengharapkan lainnya untuk mengikuti mereka. Dan tanpa rencana, manajer

dan pengikut mereka memiliki sedikit kesempatan untuk mencapai tujuan mereka

atau mengetahui kapan mereka menyimpang dari jalan mereka?”.
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b. Pengorganisasian (Organizing)
Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang
sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya, dan

lingkungan yang melingkupinya. Pengorganisasian merupakan proses mengatur

dan mengalokasikan tugas- ’
koordinasi hubungan-hubtiiig i "baik secara vertikal maupun
/pﬁ' MUH@J‘&. tuk mencapai tujuan

KAQ S‘gﬂﬁi - di-rancang
o \\i‘“ﬁi‘ff 5

T "u-q‘ «1‘[»1" u;f
"'"-.

jaan, wewenang, peran-peran termasuk

horisontal dala

tingkatan mana Ama proses susunan

struktur pembagian  Kerja.
Departementalisasi adalah pengelompokkan kegiatan-kegiatan kerja organisasi
agar kegiatan-kegiatan sejenis saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Hal
ini akan tercermin pada struktur formal suatu organisasi dan tampak atau
ditunjukkan oleh bagan suatu organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas

pekerjaan agar setiap individu pada organisasi bertanggung jawab dalam

melaksanakan sekumpulan kegiatan. Kedua aspek ini merupakan dasar proses
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pengorganisasian suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
secara efisien dan efektif.

Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal
mengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara

para anggota organisasi dapat dicapai dengan efisien. Menurut Koontz dan

Weihrich dalam Ulber Sllal 35), Pengorganisasian merupakan proses
mengatur dan mengalokasi: \\t wewenang, peran-peran
f/.;p‘.?r MUHI‘E baik secara vertikal

termasuk k
maupun héj

“\PKAS 3445 kan untuk
\\ii‘hh,p//' t!.. ~

Jatitorg ffﬂ"*tt.ﬁ
ST

merupakan proses mende
serta membagi tugas atau pekerjaan antara anggota organisasi  sehingga
terciptanya organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka
pencapainan tujuan organisasi yang ditapkan secara efektif dan efisien.

c. Penggerakkan

Penggerakan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang

mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya
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secara efektif serta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Di dalam
manajemen, pengarahan ini bersifat sangat kompleks karena disamping
menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-
manusia itu sendiri. Manusia dengan berbagai tingkah lakunya yang berbeda-

beda. Ada beberapa prinsip yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan dalam

melakukan pengarahan yaitu :

a. Prinsip mengarah kepadz

n /(!-"5 MUH,q
‘°‘ \\\P‘KASSAI

5 \\\.mh.;///‘

1 ‘!ﬁlr- 9

keadaan tertentu.
c. Delegasi wewenang. Dalam pendelegasian wewenang ini pimpinan
melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepada bawahannya.

d. Pengawasan (Controling)
Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang dimaksudkan untuk
mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah disusun

sebelumnya, dalam artian pengawasan membandingkan antara kenyataan dengan
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standar yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan juga dimaksudkan untuk
mencegah dan mengadakan koreksi atau pembetulan apabila pelaksanaan
menyimpang dari rencana yang telah disusun. Terdapat berbagai definisi
pengawasan yang diberikan oleh para ahli, menurut Sutikno Sobry, (2012:53)
pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan

organisasi untuk mengumpulka ar’-'i usaha mengetahui ketercapaian

p=

h.]v Sa

110
W
o "-%\\

Ty
lX.— ¢
'

,,, 7o
) ACLI O

c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan agar
tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan tidak
mengalami hambatan dan pemborosan.
Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh manajemen dengan

mempergunakan dua macam teknik, yaitu : pengawasan langsung (direct control)
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dan pengawasan tidak langsung (indirect control). Yang dimaksud dengan
pengawasan langsung adalah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri
pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya.
Pengawasan langsung ini dapat berbentuk inspeksi langsung. Akan tetapi, karena

banyaknya dan kompleksnya tugas seorang pimpinan terutama dalam organisasi

yang besar maka seorang ngkin dapat selalu menjalankan
pengawasan langsung sehilig .

Unsur-unsur yang nenurut Manullang,
(2005:173) menyebutkan  manajemen  memiliki unsur-unsur yang saling

mendukung dan tidak dapat dipisahkan yaitu 6M +1 | meliputi :

a. Man (manusia) yaitu merupakan unsur pendukung yang paling penting untuk
pencapaian sebuah tujuan yang telah ditentukan sehingga berhasil atau
gagalnya suatu manajemen tergantung pada kemampuan untuk mendorong

dan menggerakkan orang-orang kearah tujuan yang hendak dicapai.
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b. Money (uang) yaitu Untuk melakukan berbagai aktifitas diperlukan uang,
seperti gaji atau upah. Uang sebagai sarana manajemen harus digunakan
sedemikian rupa agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud.

c. Material adalah dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia menggunakan

bahan- bahan (material), karenanya dianggap sebagai alat atau sarana

al 203 asar bagi hasil

::'g ﬁg&w ""

,L \/}I']!.‘ | . ? he .kegiatan

T T

at. Manajemen informasi sangat
penting juga untuk menganalisis produk yang telah dan akan di pasarkan agar
kebutuhan dapat terpenuhi.
4.  Prinsip-prinsip Manajemen
Henry Fayol manajemen mempunyai 14 prinsip manajemen yang perlu

diterapkan dalam pelaksanaan tugas, namun sifatnya fleksibel maksudnya tidak
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harus diterapkan sekaligus, melainkan disesuaikan dengan situasi yang ada.

Adapun prinsip manajemen menurut Henry Fayol adalah sebagai berikut :

a. Adanya pembagian kerja, berhubungan dengan prinsip spesialisasi dalam
rangka efisiensi penggunaan tenaga kerja.

b. Wewenang dan tanggung jawab, keduanya mempunyai hubungan, sebab

u..g... -w

X2

e cailal
lgv“\ﬁ -
P

maksimum bagi pegawa

h. Pentingnya pembatasan wewenang mana yang dipusatkan dan mana yang
dibagi-bagi kepada bagiannya.

I. Hierarki atau rantai berskala, yaitu rantaian pengawas atau suatu garis
wewenang yang jelas.

J. Perlunya ketertiban, baik ketertiban material dan sosial.

k. Keadilan, supaya bawahan mau setia dan taat kepada pimpinan.
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|. Stabilitas dari pegawai, supaya dapat menghemat ongkos.

m. Pada bawahan harus diberikan kesempatan mengungkapkan dan menjalankan
inisiatif.

n. Esprit de corps atau kesetiaan pada kelompok, ini menunjukkan perlunya

kerja sama kelompok serta perlunya komunikasi untuk mencapainya.

B. Konsep Retribusi Daerah
1. Pengertian RetribusiDe

Retribusi _me /\' Hﬂ J]’
sa *vf:;:w

ng berasal dari
pokok daerah di

Retribusi

retribusi sebagai pembayaran
atas jasa kepada Negara yang dilakukan oleh pengguna jasa tersebut. Penekanan
pada pengertian tersebut adalah jasa, artinya pemungutan retribusi berdasarkan
atas tersedianya jasa oleh Negara. Selain itu, ada unsur paksaan dalam
pembayaran retribusi yang sifatnya ekonomis bagi yang merasakan jasa dari
pemerintah. Mengenai konteks daerah, retribusi tidak hanya pembayaran jasa

tetapi juga berkaitan dengan pembayaran atas pemberian izin.
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Ahmad Yani (2002:55) menyatakan Retribusi Daerah adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan. Panitia Nasrum (dalam Josef Riwu Kaho, 2003:170)
menjelaskan secaranspesifik bahwa : “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah

arena memperoleh jasa pekerjaan, usaha
\ arena jasa yang diberikan oleh

atau milik daerah untuk } ,-
r/f MUK~

‘g

sebagai pembayaran pemakaian at

gsimpulan dari beberapa

% mNKAS&{zh
= \\d‘hﬁ}/

engan sector

aan retribusi

retribusi akan dapat optimal
apabila pemerintah daerah mampu menggalinya. Josef Riwu Kaho (2003:176),
dalam bukunya yang berjudul Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik
Indonesia mengemukakan secara umum, keunggulan utama sektor retribusi atas
sektor pajak adalah karena pemungutan retribusi berdasarkan pada kontraprestasi,
dimana tidak ditentukan secara liminatif seperti halnya sektor pajak. Pembatasan

utama bagi sektor retribusi adalah terletak pada ada atau tidaknya jasa yang



22

disediakan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, sebenarnya pemerintah daerah

dapat saja mengusahakan retribusi selama ia dapat menyediakan jasa itu.
Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan Retribusi

Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau peberian izin

yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau badan.

2. Jenis Retribusi D

umum

atas kegiatan pemanfaatan g, peiggunaa n sumber daya alam, barang,
prasarana, atau fasilitas tertentu, guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.

3. Subjek dan Objek Retribusi Daerah

Ahmad Yani (2002 : 56), Subjek Retribusi Daerah meliputi :
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1. Subjek Retribusi Umum adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati  pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
Subjeknya dapat berupa wajib retribusi jasa umum.

2. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang

menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjeknya

akaman, retribusi

H{a‘rﬂih KA .f-\ﬂ dermotor, retribusi

enggantian biaya cetak peta,

p

retribusi pengujian kapal perikanan, dan retribusi pelayanan parker di tepi
jalan umum.

2. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh
pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang
termasuk retrribusi jasa usaha meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah,

retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi
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terminal,  retribusi  tempat  khusus  parkir, retribusi  tempat
penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah
potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan kapal, retribusi tempat rekreasi
dan olahraga, retribusi penyebrangan di atas air, retribusi pengolahan limbah
cair, retribusi penjualan produksi usaha daerah.

3. Objek Perizinan Tertentu adz keglatan tertentu pemerintah daerah
dalam rangka pemb -/ piang pribadi atau badan yang

s "o MUHq \

alian, dan pengawasan

keadilan. Retribusi jasa Usahe didasarkan—pada tujuan untuk memperoleh
keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh
pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada
harga pasar. Sedangkan retribusi perizinan tertentu tarifnya didasarkan pada
tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian

izin yang bersangkutan.
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C. Konsep Retribusi Terminal

1. Pengertian Retribusi Terminal

Retribusi terminal merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha yang
keberadaannya cukup bermanfaat bagi setiap kendaraan bermotor umum yang

digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan

1;‘ tj ﬁ* 1 ““‘ 0 N ‘ giatan usaha

’i' / gal '“'\ d dimiliki dan/atau
NAN
dikelola ol¢ G?' \

-

\ 'Tﬂ "l-
Berdase aja
A ,.lmpu
STAKA.

&ﬂﬂ

ng pemerintah daerah
terhadap pemanfaatan terminal angkutan penumpang dan fasilitas terminal

lainnya.

2. Dasar Hukum Retribusi Terminal
Dasar-dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan retribusi terminal

yaitu:



26

1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan.

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 130 tentang Objek Retribusi
Terminal.

3. Peraturan Daerah Kab. Enrekang No0.10 Tahun 2011 tentang retribusi izin
terminal. A

4. Peraturan Bupati Kah [

/ pﬁ, M[J Tentang peninjauan tarif

retribusi terming "

3'%,, pKASS4 4:174 A

\m-ﬂ‘ '.“ / JUSiterminal - adalah

. Tempat Kegiatan Usaha.

3. Fasilitas Lainnya di Lingkungan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah
daerah.

4. Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang

menggunakan/menikmati pelayanan terminal dari Pemerintah Daerah dalam

hal ini adalah seluruh sopir yang memakai jasa usaha terminal meliputi sopir

angkut kota dan sopir bis. Retribusi terminal merupakan jenis retribusi jasa
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usaha. Retribusi terminal dapat dikenakan oleh pengguna jasa layanan

terminal yang ada di Kabupaten/Desa.

3. Objek Retribusi Terminal
Objek retribusi pelayanan penyediaan fasilitas terminal meliputi :

a. Terminal Penumpang:

1. Jasa penggunaan tempat

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber
pendapatan daerah sebagaimana yang diatur dalam UU 34 tahun 2000 tentang
pajak daerah. Dalam penjelasan UU 34 tahun 2000 disebutkan bahwa PAD
merupakan segala sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur
dengan uang karena adanya kewenangan yang diberikan masyarakat dapat berupa

hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan
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pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Undang-
undang juga mengisyaratkan bahwa di dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi
pemerintahan daerah, kepala daerah kabupaten/kota diharapkan dapat mengelolah
dan memanfaatkan seluruh sumber pendapatan daerah yang dimilikinya secara

optimal, dengan kata lain bahwa kepala daerah kabupaten/kota dalam

an pembangunan daerah tidak
nemerintah pusat melalui dana

menyelenggarakan pemerintahan da

h;fﬁ -

Amm‘i’

sumber PAD terdiri atas:

a. Hasil pajak daerah

b. Hasil Retribusi Daerah

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
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Sedangkan menurut Josef Riwu Kaho (2003:143) Sumber Pendapatan Asli

Daerah (PAD) meliputi :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah

3. Perusahaan daerah. Dinas daerah

. Pendapatan daerah lainnya.

ini belum optimal. Pengelolaan-penerimaan-retribusi terminal sudu di Kabupaten
Enrekang dapat dilihat  dengan terlebih dahulu mengidentifikasi setiap
permasalahan dalam pengelolaan terminal yang dalam pengelolaannya terdiri dari
4 bagian yaitu (a) perencanaan, (b) pengorganisasian, (c) penggerakkan, dan (d)
pengawasan. Untuk mengetahui lebih jelas kerangka pikir dalam penelitian ini

maka dapat dilihat pada bagan berikut ini:
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Pengelolaan Retribusi Terminal Sudu
di Kecamatan Alla Kabupaten
Enrekang

A

y

<
-

LT
‘- L 1

irSud di Kecamatal
2, ’.'ﬂ"“ﬁi:i‘“’:@ "
% =13 '~ 'y »
G‘qu
STAKA

Penentuan fokus penelitian didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang
akan diperoleh dari situasi sosial di lapangan, maka yang menjadi fokus penelitian
ini adalah pengelolaan terminal sudu yang meliputi variabel-variabel pengelolaan
terminal yaitu (a) Perencanaan, (b) Pengorganisasian, (c) penggerakkan dan (d)
Pengawasan.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Perencanaan yaitu penyusunan dan penentuan aktivitas yang akan
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dilaksanakan dimasa yang akan dating untuk mencapai tujuan yang diinginkan
dengan indikator (a) Perencanaan penentuan target anggaran dan (b)
Perencanaan penentuan fasilitas terminal.

. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang

sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya,

dan lingkungan yang ﬂ.. a Dalam pelaksanaan pemungutan

diperlukan (a) Sumbel dnw, (b) dan Cara pelaksanaan
pemungutan re nﬁpﬁ MUH df\
3. Penggers .‘ Q‘I-\Khs gaq &@\ semua anggota

o \\\u Ihrfyé " ol nCaI:IaarT

"L"l_‘} pul _{_‘}-# €1 l"
> . A

enjamin atau

1) Pengawasan

yang telah gkan dengan target yang telah

ditentukan.



BAB 111
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan terhitung mulai tanggal 28 Februari 2017 sampai

dengan 11 April 2017. Lokasi penelitian telah dilaksanakan di Dinas Perhubungan

Informasi dan Komunikasi /\

Kecamatan Alla ‘(P‘S ek JH M N
> (...n'ms @
2 SAp Yo,

= \m‘hg//

ekang dan di Terminal Sudu

ini dilakukan karena

‘\..

{:ﬁ““‘f" A\

dalah fenomenologi
dengan didukung data kualitatif dimana peneliti berusaha untuk
mengungkapkan suatu fakta atau realita mengenai permasalahan yang terjadi
pada proses Pengelolaan Terminal Sudu Di Kecamatan Alla Kabupaten
Enrekang.

C. Sumber Data

Sumber data yang di maksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana

32
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data dapat diperoleh. Data hasil penelitian didapatkan dua sumber data

yaitu sebagai berikut:

a) Data Primer merupakan data yang didapatkan dari informan utama. Sumber
data primer yang diperoleh peneliti yaitu dengan cara mewawancarai para

informan, observasi dan dokumentasi.

Data Sekunder yang ak penelitian ini adalah data yang
anek J1asi_yang diperoleh dari sumber

b)

N\

Cr oy ANk , .
hyangr digunaka 010 : h pai pihak.
P N \.'#‘ ‘ P

1
_______ 1 Y ‘\\
bt

o
L] . ' @ é ,, 1

1
3 Hasmiﬁ > 1
4. | Asdar [ Ko petugas terminal 1
5 Hasrul S.Pd HS Kolektor /petugas terminal 1
6. | Arman AN Kolektor /petugas terminal 1
7. | Johan JH Masyarakat 1
8 Irman S.KM IM Masyarakat 1
9. | Sainal SN Masyarakat 1

Jumlah : 9
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E. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan
tanya jawab secara lisan dengan orang-orang yang dinilai berwenang atau

informasi yang ditempuh penulis dengan melakukan komunikasi langsung

i Kepala Dinas Perhubungan, Informasi
dan Komunikasi,KCg \N 0
" ﬂ S MUHA
Q‘%"“‘ASS‘%
o \mﬂ%ﬁ

dan i --% - data atau fak

SO

dengan beberapa mforman \

. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengambil data-
data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah
yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-

dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti.
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F. Teknik Analisis Data
Menurut Miles dan Huberman Sugiyono (2014) teknik analisis yang
digunakan secara interaktif melalui proses sebagai berikut :
1. Reduksi Data (data reduction)

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi dari

data field note. Proses ini g. sepanjang pelaksanaan penelitian.

2. Sajian Data (data display

A

aliditas internal), uji
depenabilitas (reliabilitas) data, uji transferabilitas (validitas
eksternal/generalisasi), dan uji komfirmabilitas (obyektivitas). Namun, dalam
penelitian yang paling penting adalah uji kredibilitas data. Uji kredibilitas

dilakukan dengan triangulasi.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik
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derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara
yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan membandingkan
data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan

dengan teknik Wawancar hari pada saat narasumber masih segar,

belum banyak masalah?a al@yang lebih valid sehingga lebih
kredibel. Tr \‘S’ P;S M i qu ‘;f\ ara mengecek hasil

aP‘Kh pte

@ f..'i ;}'. pengumpulan

A'-
1__,"’::;’./.,.., )
—-"”‘ { mencari



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Kab. Enrekang

Sejak abad XIV, daerah ini#Uisebut MASSENREMPULU vyang artinya

oS
’*'E,]:h"?

!.‘r ore >
L ‘@%

e

mengalami perubahan
kecamatan maupun level desa dengan jumlah penduduk tahun 2014 yaitu 198.194
jiwa yang terdiri dari laki-laki 99.490 jiwa dan perempuaan 98.704 jiwa.
Kabupaten Enrekang juga terkenal dengan keindahan alamnya, deretan
pegunungan yang indah bisa kita nikmati di sepanjang jalan di Kabupaten
Enrekang dan juga memiliki banyak obyek wisata alam yang mengagumkan

seperti permandian alam lewaja, air terjun paladang, air terjun lambai, bukit

37
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cekong, villa bambapuang, situs goa tontonan, kebun raya enrekang, gunung
latimojong, buttu kabobong/gunung nona, lo’ko bubau, sapo kaluppini (rumah
kaluppini), desa Bone-Bone (kampung bebas asap rokok), situs benteng alla, serta
lo’ko malillin (goa malillin) dan lo’ko tappaan (goa tappaan).

2. Geografi dan Iklim

Letak geografis Kabupaten E ang berada di jantung Jasirah Sulawesi

Selatan yang dalam mang bentuknya seperti jantung,
dimana luas wilays !‘5 MUHA \ dari total wilayah
‘ A P._KvAS!m q paten yang ada

! sel I \\‘i‘h’d/ 1' Jng Selatan
53 _E,‘é B 5. W 1l sebelah
\‘;? 2

Sulawesi

{cff' sungai dengan
> %

ketinggian 4 8,27 fL_J 1 u cmpunyai wilayah

pantai. . ’P’h %EQHA ANY ﬁP$ minasi oleh  bukit-
bukit/gunung-gunung yaitu sekite uas wilayah Kabupaten Enrekang
sedangkan yang datar hanya 15,04%. Musim yang terjadi di Kabupaten Enrekang
ini hampir sama dengan musim yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu

musim hujan dan musim kemarau dimana musim hujan terjadi pada bulan

November-Juli sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Agustus — Oktober.
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3. Profil Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten
Enrekang

Dewasa ini paradigma penyelenggaraan pemerintahan menempatkan Negara

pada posisi sebagai pembuat kebijakan, regulator dan fasilitator, maka sejalan

dengan hal tersebut otonomi daerah yang menekankan pemberdayaan pemerintah

dengan prinsip demokrasi, .-n‘:r. asyarakat, pemerataan keadilan serta

otensi dan keanekaragamd ore
p | S MUK~
1P~ 4
Q, I\.K ASS.

el \\d‘! hf/

I,.,‘._ T . ol 'h1h-.r-.
'-& S,
: Sore o

berfungsi memberikan pelaya ormasi dan Komunikasi.

Visi yang dimiliki Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi
Kabupaten Enrekang adalah “terwujudnya pelayanan transportasi berkualitas,
masyarakat sadar informasi untuk mewujudkan Kabupaten Enrekang sebagali

daerah agropolitan unggulan, dan sejahtera. Sedangkan Misi Dinas Perhubungan,

Informasi dan Komunikasi Kabupaten Enrekang adalah:
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1. Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan pra sarana perhubungan agar
mampu memberi dukungan maksimal bagi kegiatan pemulihan ekonomi
masyarakat.

2. Terwujudnya pemberian peluang yang sama secara adil dan demokratis

kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan

sesuai dengan perinsip rnance.
3. Tersedianya aksebilit Vs

ungan dikawasan pedesaan

eneiptakan suasana aman

teknologi

aten Enrekang.

lia informasi dan

Terwujudnya pemanfaata asl pada instansi Pemerintah (E-

Government) untuk memberikan pelayanan kepada dunia usaha dan

masyarakat Secara efektif dan transparan.

9. Terwujudnya Peningkatan kualitas Informasi dan komunikasi di berbagai
bidang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

10. Terwujudnya peningkatan kinerja dan citra aparat Dinas Perhubungan,

Informasi dan Komunikasi.
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4. Profil Terminal Sudu Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang

Terminal Sudu berada di Belajen (JIn.poros Makassar-Toraja) Kelurahan
Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Terminal Sudu memiliki luas
wilayah 1.050 m2. Di sebelah Utara Desa Sumillan, sebelah Timur Kelurahan

Buntu Sugi, sebelah Selatan Desa Taulo dan sebelah Barat Kelurahan Kalosi.

Terminal sudu diresmikan padafafiap 2001 secara langsung oleh Bupati

_ITID

Kabupaten Enrekang denei

eamanan lalu lintas agar
aktivitas masyara / &;E‘ MUHJ‘&M [<abupaten Enrekang telah

4, 0 Bupati Enrekang
— IP ":a-- asmasuk ke
-: \'&\d}!{jﬂ% =
Sudu berjumian’ 12012
o

membuat

olusi  bagi

abupaten Enrekang sehingga sudah
selayaknya pemerintah daerah Kabupaten Enrekang mengelola terminal Sudu
dengan baik.
5. Karakteristik Informan

Berikut adalah karakteristik menurut jenis kelamin, umur, pendidikan,

pekerjaan dan pendapatan.
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1. Karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin

Karakteristik informan yang menjadi subyek penelitian berdasarkan jenis

kelamin ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan Frekuensi Persentase
Laki-Laki 77,78 %
Perempuan 22,22 %

Jumlah v T

—f - o~ RANDN. _

atas

33,33 %

37 - 46 33,33 %

47 - 56 2 22,22 %
57 tahun ke atas 1 11,11 %

Jumlah 9 100 %

Sumber : diolah dari data primer, Februari 2017

Tabel tersebut di atas memperlihatkan distributor informan berdasarkan

umur dimana menerangkan bahwa kebanyakan informan memiliki umur yang
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berkisar 37-46 tahun yang menunjukkan sebanyak 3 orang informan atau 33,33 %
dari jumlah informan, informan yang memiliki umur sekitar 26-36 tahun sebanyak
3 orang atau 33,33 %, informan yang berumur 47-56 tahun sebanyak 2 orang atau
22,22 % serta informan yang berusia 57 tahun ke atas sebanyak 1 orang atau

11,11 % dari keseluruhan jumlah informan yang ada.

3. Karakteristik informan berdzasarkaitingkat pendidikan

Karakteristik_ifl 3 MJ}-" ek penelitian  menurut
./',ep;tums ﬁ%r

\\..1‘!;#.;/ / .

t“\m EﬂﬂNLﬁ{ff

berpendidikan
pendidikan SMA sebanyak 3 orang atau 33,33 % dan jumlah tingkat pendidikan
informan yang SMP sebanyak 1 orang atau 11,11 % dari jumlah informan yang

ada.

4. Karakteristik informan berdasarkan pekerjaan
Karakteristik informan yang menjadi subjek penelitian menurut pekerjaan

yang dapat ditunjukkan pada table dibawah ini:
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Tabel 5. Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan.

Keterangan Frekuensi Persentase %
PNS 3 33,33%
Wiraswasta 3 33,33%
Supir Angkutan 2 22,22 %
Pedagang 11,11 %
Jumlah 100 %

Sumber: diolah dari '

istri Qﬁﬁh ano), WEK 4 @) berdasarkan tabel di atas

menunj 4/-‘-(@' ﬁ%’ ’? O 8g
/A Z

]

)

nfo

an data. Karakteristik
informan berdasarkan apats erbulan dapat ditunjukan  pada tabel
sebagai Berikut:

Tabel 6. Karakteristik Informan Berdasarkan Pendapatannya

Keterangan Frekuensi Persentase %
Rp.1.000.000-Rp.2.000.000 2 22,22 %
Rp.2.100.000-Rp.3.000.000 4 44,44 %
Rp.3.100.000-Rp.4.000.000 3 33,33 %

Jumlah 9 100 %

Sumber: diolah dari data primer, Februari 2017
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Distribusi informan tentang pendapatan perbulan berdasarkan tabel diatas
yaitu menunjukkan bahwa informan yang berpenghasilan sebesar Rp1.000.000-
Rp2.000.000 sebanyak 2 orang atau 22,22 % dari jumlah informan, Rp2.100.000-
Rp3.000.000 sebanyak 4 orang atau 44,44 % dari jumlah informan, dan informan

yang berpenghasilan sebanyak Rp3.100.000-Rp4.000.000 sebanyak 3 orang atau

abupaten Enrekang

asi penerimaan
i <om Kabupaten
9"’1 A\

dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka perencanaan harus

mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang dan kondisi diwaktu
sekarang yaitu saat rencana itu dibuat untuk dilaksanakan. Adanya suatu
perencanaan diharapkan sumberdaya-sumberdaya akan lebih efektif didalam
pemanfaatannya.

Menelaah mengenai perencanaan yang dilakukan oleh Seksi Terminal

selaku pelaksana teknis yang diberikan kewenangan oleh Dinas Perhubungan,
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Informasi dan Komunikasi Kabupaten Enrekang dalam bidang pengelolaan
Terminal, maka terdapat dua indikator meliputi (a) perencanaan penentuan target
anggaran retribusi terminal dan (b) perencanaan penentuan fasilitas terminal.
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penjabarannya sebagai berikut:
l.a Perencanaan Penentuan Target Anggaran Retribusi Terminal
Pengelolaan terminal as dari perencanaan penentuan target
anggaran retribusi terminé \ atu hal yang penting dalam
Peningkatan lK‘; E}L‘u—'\. MU H,'.l ;ﬂ'\
S8
=)

N \BKASS,

lain kepala dina
Keuangan Daerah (DPKD) dan DPRD Kabupaten Enrekang kemudian setelah
mencapai kesepakatan barulah target yang disetujui direalisasikan.
Wawancara dengan HL selaku kepala seksi terminal mengungkapkan
bahwa:
“Harusnya Penentuan target pertahun harus dilakukan didasarkan pada
potensi yang dimiliki setiap terminal maksudnya dalam penentuan target

ini harus disesuaikan berapa jumlah kendaraan yang masuk dalam objek
terminal. Oleh karena itu, penerimaan yang memungkinkan untuk dicapai
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itulah yang menjadi acuan kami untuk menetapkan target penerimaan
retribusi terminal pertahun” (Hasil wawancara dengan HL, 28 Februari
2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa

penentuan target anggaran senantiasa dilakukan tidak didasarkan pada potensi

yang dimiliki terminal Sehingga hampir setiap tahunnya realisasi retribusi

terminal tidak pernah mencapai targtt.*Belum tercapainya target penerimaan ini
D ﬁ‘/ \ lemahnya prediksi potensi
penerimaan atau.ti '/‘:hﬁ MUHQ\ abupaten Enrekang.

%6\%!\KASSJQ \. ensi yang ada,

sehingga penentuan targe
Wawancara dengan AD selaku perwakilan dari kolektor pemungutan
retribusi terminal Sudu mengatakan bahwa:

“Mengenai penentuan target anggaran disini berdasarkan data tentang
potensi terminal. Tapi, karena tidak adanya data yang akurat tentang
potensi yang sebenarnya serta pembangunan terminal yang membutuhkan
waktu yang lama sehingga realisasinya tidak mencapai target yang
ditetapkan”. (Hasil wawancara dengan AD, 8 Maret 2017).
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Terkait dari perkataan AD selaku perwakilan dari kolektor terminal
Sudu dapat disimpulkan bahwa tidak adanya data akurat tentang potensi yang
sebenarnya sehingga realisasi penerimaan tidak mencapai target yang telah
ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan HN selaku Kordinator Kolektor

retribusi Terminal mengung Hva:
“Tidak tercapai - eDabkan oleh Jumlah masyarakat

2016 di Terminal Sudu Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

No Tahun Anggaran Target Realisasi Persentase (%)
1. 2014 Rp5.000.000 | Rp7.050.000 141 %
2. 2015 Rp8.000.000 | Rp6.544.000 81,8 %
3. 2016 Rp8.000.000 | Rp5.304.000 66,3 %

Sumber: Dishub, Infokom Kabupaten Enrekang Juni, 2017
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Berdasarkan data di atas, maka dapat dilihat bahwa terjadi penurunan
Realisasi penerimaan dari tahun ketahun. Dan di tahun 2014 Realisasi
penerimaan retribusi sebesar Rp7.050.000,00 atau 141 % dari target anggaran
yang ditetapkan. Di tahun 2015 realisasi penerimaan menurun Yaitu

Rp6.544.000,00 atau 81,8 % dari target anggaran. Dan pada tahun 2016 juga

mengalami penurunan yalt 00,00 atau 66,3 % dari target yang telah

ditetapkan dan ha
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aksi  Terminal

menyiapkan fasilitas
kenyamanan dan

fasilitas umum yaltu salah satunya WC/toﬂet ” (Hasil wawancara dengan
HL,10 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bahwa
pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyediakan fasilitas

dalam terminal agar masyarakat merasa nyaman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AN selaku perwakilan kolektor

terminal Sudu mengatakan bahwa:
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“Dalam meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana, kami tetap berupaya
untuk bisa meningkatkan dan mengoptimalkan perbaikan terhadap
kerusakan fasilitas yang ada seperti perbaikan jalan masuk ke lokasi
terminal. Namun, pemerintah dalam hal Dinas terkait mendapat kendala
terutama dalam keterbatasan anggaran.” (Hasil wawancara dengan AN, 10
Maret 2017).

Berdarkan hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa

Pemerintah dinas terkait sudah berupaya mengoptimalkan dalam perbaikan

a pemerintah sudah
prasarana, buktinya
pemerintah telah mela s alan menuju lokasi terminal ini.’
(Hasil wawancara dengan SN 16 Maret 2017).
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka disimpulkan bahwa pemerintah
telah melakukan perbaikan jalan menuju lokasi terminal.
Wawancara dengan IM selaku masyarakat pengguna jasa terminal

mengatakan bahwa:

“Saya senang datang kesini karena tempat parkir kendarannya yang luas,
dan WC yang bersih. Tapi masih ada fasilitas yang kurang yaitu tempat
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shalat atau mushollah. Harusnya pemerintah juga mnyediakan fasilitas
untuk beribadah karena itu sangat penting.” (Hasil Wawancara dengan 1M,
18 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan IM selaku pengguna jasa fasilitas
terminal diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pemerintah daerah sudah
menyediakan fasilitas dalam terminal akan tetapi, fasilitas tersebut masih kurang

lengkap, salah satunya fasilitas perib&tatan (Musholla), papan rambu lalu lintas,

dan lain-lain.

Unsur manusia merupakan unsur yang paling mendasar dan memegang
peranan penting dalam pengorganisasian. Kualitas pegawai dalam melakukan
tugasnya seyogianya harus menguasai apa yang dikerjakannya agar tujuan dari
pelaksanaan tugasnya dapat dikerjakan dengan baik dan secara Kkuantitas,
semestinya dalam suatu organisasi jumlah pegawai harus seimbang dengan

jumlah pekerjaaan dalam organisasi tersebut dengan maksud bahwa jumlah
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pegawai tidak berlebihan agar tidak terjadi pemborosan dan tidak kurang agar
pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Dari jumlah pegawai dalam
pelaksanaan pemungutan retribusi terminal Sudu diketahui dari HL selaku Kepala
seksi terminal yang mengatakan bahwa:

“Secara kuantitas jumlah personil kita dilapangan sudah cukup memadai,
sampai saat ini jumlah kolektor dari Dinas Perhubungan berjumlah 10 orang
yang melakukan pemungutan }ﬁ kepada para wajib retribusi yang ada di
terminal dan saya rasa #‘_-,,f i ta sudah cukup untuk melakukan
pemungutan retribusi (i

'l 3) .
V nS MUH N -
Dari 1516 ﬁpw 4‘@ pulkan bahwa jumlah
QV%\“\PKASS(H* @ minal Sudu

" n Twig;;ﬁg!f!&#

Terkait
kolektor/petugas pemungut retribusi terminal Sudu sebanyak 10 orang dan dibagi
menjadi 3 bagian.

Wawancara dengan HS selaku kolektor pemungutan retribusi terminal Sudu
menyatakan bahwa:

“Memang benar, kami disini ditugaskan 10 orang sebagai kolektor untuk

pemnungutan retribusi. Dan saya ditugaskan di pemungutan retribusi bagian
mobil angkutan barang (truk).” (wawancara dengan HS, 16 Maret 2017).
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Terkait hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kolektor yang
ditugaskan di terminal Sudu berjumlah 10 orang yang kemudian dibagi tugas
yaitu bagian sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil truk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AN selaku kolektor pemungutan
retribusi menyatakan bahwa:

“Saya di tugaskan dibagian peéfillmgutan retribusi untuk sepeda motor dan

kolektor di bagian mobil. Dan lokasi parkir motor dan mobil pun berbeda.

2.b Cara pelaksanaan pemungutan retribusi

Pelaksanaan pemungutan retribusi terminal Sudu di Kab. Enrekang
dilakukan hari senin, selasa, kamis dan hari jumat. Adapun metode yang
pelaksanaan pemungutan retribusi Terminal Sudu seperti yang dikatakan olenh HN

selaku Kordinator kolektor terminal Sudu bahwa:



54

“Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terminal yang berjalan selama ini

para petugas/kolektor mendatangi langsung para pengguna fasilitas terminal

dimana mereka di berikan langsung karcis pada saat mereka akan keluar dari

terminal.” (wawancara dengan HN, 15 Maret 2017).

Mengenai hasil wawancara di atas maka dapat di simpulkan bahwa
pelaksanaan pemungutan retribusi terminal yang berjalan selama ini para

petugas/kolektor mendatangi langsung para pengguna fasilitas terminal dimana

mereka di berikan langsung kare at'mereka akan keluar dari terminal.

-
Nnag

2 -""\% &#’Y

AL

pemungutan retribusi menyatakan bahwa:
“Tarif pemungutan retribusi terminal yang dilakukan oleh petugas pemungut
retribusi terminal sudah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu sesuai
dengan PERBUP Kabupaten Enrekang.” (Hasil wawancara dengan HN, 18
Maret 2017).
Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bahwa

aparat terminal telah melaksanakan pemungutan retribusi sesuai dengan peraturan

yang telah ditentukan yaitu PERBUP Kabupaten Enrekang No.7 Tahun 2016.
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Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 Tentang peninjauan tariff

retribusi terminal dan retribusi tempat khusus parkir maka tarif dapat diuraikan

sebagai berikut:

Tabel 8: Jenis dan Tarif Kendaraan Di Kabupaten Enrekang

Berdasar
) [ 1
retribusi A
1 i'ﬁ.} 1
walta
'}
pemu
secara | ar
L
Sed v
4
terminal men
di &
“Meman
dan jika saya menggu 0

NO | JENIS KENDARAAN TARIF (RP)
1. | Sedan, jeep,pick up dan mini bus 4.000
2. | Bus, Truck, dan Alat bes 5.000
3. | Sepeda Motor dan P innya 2.000
Sumber: Dishub, Infok ari 2017

lektor pemungutan

F| o

* &
gsung
o
i. Dan
wancara

kolektor
kan karcis

o
engguna jasa

| 3

»

kenai tarif Rp 4.000
a Rp 2.000 dan saya tidak pernah

complain karena para kolektor langsung memberi karcis dan dikarcis sudah
tertulis biayanya jadi saya membayar sesusai yang ada dikarcis." (Hasil

wawancara dengan SN, 18 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bahwa

tarif pada kendaraan roda empat yaitu Rp 4.000 sedangkan, pada kendaraan roda

dua Rp 2.000.
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3. Penggerakkan (Actuating)

Penggerakkan (actuating) artinya adalah menggerakkan orang-orang agar
mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk
mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Di dalam manajemen,

penggerakan ini bersifat sangat kompleks karena disamping menyangkut manusia

juga menyangkut berbagai manusia-manusia itu sendiri.

Manusia dengan berbagai*tii erbeda-beda. Adapun indikator
V7 <25 MUK, NN

penggerakkan mekip:

--....:-‘“ ey @

4 b-i‘” H
\}\.ﬂ lhf/ Y

ZEEON .
'lll““& n

aku Seksi terminal mengatakan
bahwa:

“Seminggu dua kali kami turun kelapangan disamping melakukan
pengawasan pada proses pemungutan retribusi pasar kami juga memberikan
arahan kepada para kolektor agar menjalankan tugasnya dengan baik dan
bertanggung jawab.” (Wawancara dengan HL, 20 Maret 2017).
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Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa dua
kali seminggu di lakukan pengawasan dan juga memberikan pengarahan kepada
para petugas terminal.

Terkait hasil wawancara dengan HN selaku kordinator kolektor terminal

sudu mengatakan bahwa:

“Untuk memotivasi para ¢lion, disini saya biasa memberikan mereka
makanan dan minuman,.a awselalu semangat dalam melakukan
tugasnya.” (Wawane#l 7).

i hasil we /p\ﬁ MU~
Dari hasil wawaneaa di ats it
ilakukan /é"%\‘ -.KAS-'SJ-:

N

I "'nqsy hasih

SO

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bahwa

sikap ramah dan baik hati kepala Dinas Perhubungan menjadi motivasi bagi para
petugas terminal. Terkait dengan pemberian motivasi berdasarkan wawancara
dengan HS selaku kolektor pemungutan retribusi berkata bahwa:

“Mengenai motivasi yang diberikan kepada kami tidak banyak karena

menurut saya sikap para pihak dinas yang loyal dan komunikasi mereka
yang baik kepada kami membuat kami mersa sangat senang dan otomatis hal
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itu yang membuat kami semngat dalam bekerja.” (Wawancara dengan HS,
22 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bahwa
sikap baik yang dimiliki oleh kepala Dinas serta komunikasi yang baik antara para
petugas dengan para pihak dinas perhubungan yang baik menjadi motivasi bagi

para petugas terminal Sudu Kabupaten,Enrekang.

A

Berdasarkan haS D selaku kolektor pemungutan
retribusi mengataka ,r FS \
- rf- w“ K A Ma‘ ini memang dari
ETh 'il

“*" tugas terminal

”*f\w

nas yang

bagi para

Perhubungan, L\Q}%Ah ey f

agi para kolektor bila
target yang direncanakan tercapai dengan baik dari uang pribadinya sendiri
itu dilakukan agar dapat memotivasi para kolektor untuk dapat bekerja lebih
baik lagi.” (Wawancara dengan MK, 20 Maret 2017).
Berdasarkan hasil wawancara di atas maka disimpulkan bahwa apabila
target yang direncanakan tercapai maka kepala dinas terkadang memberikan uang
saku kepada para kolektor agar dapat memotivasi para kolektor dalam

menjalankan tugasnya.
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Bentuk penggerakan yang lain bisa juga di lihat dari bagaimana sistem
penggajian para kolektor/pemungut retribusi terminal Sudu dan adakah reword
yang di berikan jika target yang direncanakan bisa tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan HL selaku Kepala seksi terminal

menyatakan bahwa:

“Tidak ada insentif ata n khusus yang di berikan kepada
pegawai yang Kkine n kolektor yang bertugas
berstatus sebage ﬂ"‘ aerah jadi %o an kinerjanya bagus kami

: negerl itu pun tidak

...rr'r It .;,, ﬂ_h ak dinas
S & *."“;?f’*\

: ,r e @' é{. diusahakan
Ji
<=

. r.. uh

&\

jarang da y W1 Ca an AD, 22 Maret
2017).

Berdasarkan hasil wawancare i aka dapat disimpulkan bahwa
pemerintah tidak memberikan penghargaan khusus kepada kolektor yang kerja
dengan baik, tapi terkadang diberikan oleh kepala Dinas Perhubungan, Informasi
dan Komunikasi sebagai motivasi agar para kolektor dapat bekerja lebih baik lagi.

Sedangkan sistem penggajian para kolektor menurut HL Kepala Seksi

Terminal mengatakan bahwa:
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“Kolektor pemungut retribusi Terminal Sudu yang berstatus sebagai tenaga

honorer digaji per tiga bulan dan itu sudah menjadi aturan daerah.”

Wawancara dengan HL, 22 Maret 2017).

Terkait hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa petugas
yang berstatus sebhgai tenaga honorer di gaji pertiga bulan sesuai aturan daerah.

Wawancara dengan HS selaku kolektor pemungutan retribusi terminal

mengatakan bahwa:

“Kami harap pemerintah.e memperhatikan gaji kami karena gaji
yang biasanya di da - S~

/_‘ cring sekali menunggak dan tidak
tepat waktu, ba tahun tanpa mendapatkan
gaji f‘P -1' Ehb lﬂljﬂﬂ@ emerintah  tidak

p
(ASS ““\

A Aaret 2017).
m pahwa system

a tidak

abagai langkah

untuk mengetahui ap ke

N&$ Tty

ketentuan. Penc yang ‘l ngan yang dapat
US iakaAN & (
mengurangi erhasiltan=-pemungutan__retribe asar “bisa diminimalisir.

Demikian halnya dalam pemungutan retribusi terminal Sudu di Kab. Enrekang

sesuai dengan

yang dilakukan oleh pemerintah Daerah menghindari menekan seminimal
mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta kesalahan lainnya yang
mungkin biasa terjadi. Sebab dalam pengelolaan retribusi terminal Sudu tanpa
dilakukan pengawasan, maka akan mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat

keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan
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pemungutan retribusi di terminal Sudu Kab. Enrekang. Dengan pengawasan yang
baik maka kecenrungan akan timbulnya kesalahan yang kurang mendukung
keberhasilan dalam pemungutan retribusi terminal dapat ditekan seminmal
mungkin. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Enrekang

melakukan pengawasan meliputi (a) pengawasan langsung dan (b) pengawasan

Py S an retribusi

“"‘?:;%"Eﬁ!m P
L

e

) ;‘/Af

2

"%'.sr

| el selas a?gilﬂ i turun kelapangan
untuk mengecek ke 'AH".&H elaksanakan tugasnya sesuai

dengan prosedur serta memastikan semua wajib retribusi diterminal
sudah membayar kewajibannya.” (Hasil wawancara HL, 28 Maret 2017)

c VVd

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dilihat bahwa dinas terkait
melakukan pengawasan kepada kolektor pemungut retribusi setiap hari selasa dan
jum’at.

Terkait hasil Wawancara dengan HN selaku kordinator kolektor mengatakan

bahwa:
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“Untuk para petugas dan para sopir yang melakukan kesalahan, kami hanya
memberikan pengarahan agar tidak mengulangi kesalahannya, namun untuk
pemberian sanksi yang lebih tegas belum ada diperaturan daerah, sehingga
kami hanya memberikan pengarahan saja.” (Hasil wawancara dengan HN,
28 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

dengan masyarakat yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi berupa

pengarahan dan peringatan.

Berdasarkan hasil wawaii iselaku kepala dinas perhubungan
informasi dan kom 4@5 Mi\‘ HA M
f/-*'e’.. &‘P‘KASS ; .dzq\ maka selalu
N ' "P U:L A

,’ "IL J K 3 e L]
‘ : o ‘7‘;- 1,! Q ‘# . .
< L Wik @ Sy
e e f‘*—g" * =

"!’,“:v?'.. petas —maKas @ ‘ﬁ:’

Kabupaten Enrekang.
Wawancara dengan HL selaku kepala seksi terminal menyatakan bahwa:

“Untuk para petugas dan para sopir yang melakukan kesalahan, kami hanya
memberikan pengarahan agar tidak mengulangi kesalahannya dan lebih
bertanggung jawab pada tugas yang diberikan, karena dalam perbup yang
kami pedomani tidak tercantum sanksi yang tegas. namun kami tidak segan-
segan memberikan sanksi yang tegas pada kolektor yang selalu mengulangi
kelalaiannya.” (Hasil wawancara dengan HL, 28 Maret 2017).
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Berdasarkan hasil wawancara dengan HL di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa masyarakat dan petugas yang melakukan kesalahan dan penyimpangan
hanya diberikan sanksi yaitu pengarahan dan peringatan saja karena dalam
PERBUP tidak dicantumkan sanksi yang tegas. Penyimpangan sering terjadi

karena pengawasan yang dilakukan belum efektif sehingga para petugas dan sopir

mengulangi kesalahannya. A
Berdasarkan hasil wafi aku masyarakat (pengguna jasa)

/ S MUH4
‘gms.ﬂ \"'

4 \\\‘ ﬁlh

e @ ﬂn.tg

mengemukakan ba

Berdasarkan hasil wawancara dengan SN maka penulis menyimpulkan

bahwa ketegasan pihak pengawas harus ditingkatkan agar petugas dan masyarakat
pengguna jasa terminal dalam proses pemungutan retribusi terminal tidak selalu
melakukan pelanggaran.

4.b Pengawasan Tidak Langsung

Adapun pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan-laporan
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secara tertulis kepada atasan, dimana dengan laporan tertulis tersebut dapat dinilai
sejaun manakah bawahan melaksanakan tugasnya sebagai mana mestinya.
Sebagaimana yang dikemukakan oleh MK Kepala Dinas Perhubungan dan
Infokom Kabupaten Enrekang bahwa:

“Kami melakukan pengawasan dengan meminta laporan penerimaan
retribusi Kabid Keuangan perbulannya dan melakukan evaluasi pertahunnya
guna melihat letak kekurang@iidalam proses penerimaan pemungutan
retribusi terminal. K -h pengawasan terhadap benda
berharga (karcis) p ancara dengan MK, 2 April

7 <hS MU Hﬂiu A
SaRRASSALs e
Wtih,y/

menyimpulkan pemungutan retribusi dilakukan
dengan menghitung jumlah karcis yang keluar.

Berdasarkan wawancara dengan HN selaku kordinator kolektor pemungutan
retribusi terminal mengatakan bahwa:

“Petugas atau kolektor retribusi melaporkan hasil pemungutan melalui saya

selaku kordinator kolektor kemudian ke Kepala seksi terminal selanjutnya

diserahkan ke bendahara penerimaan retribusi. (Hasil wawancara dengan
HN, 5 April 2017).
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Terkait hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa kordinator
kolektor melaporkan hasil pemungutan ke kepala seksi terminal kemudian
diserahkan ke bendahara penerimaan retribusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan SN selaku Kepala Seksi Terminal

mengatakan bahwa:

“Mengenai pelaporan/penye .:‘f trlbusi terminal biasanya disetor tiap
akhir bulan. Caranya ‘:’,,- chagai kordinator kolektor membawa
laporan mingguan *"""-. as Perhubungan Infokom

EEwl 5 WUy, W
/Q;‘*’ \\\p‘KAS“ 4 4

= \\\dﬁh&.f//

epeoa !F“" DEry
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laporan penerimaan retrik aporan mingguan oleh kordinator

kolektor kemudian disetor tiap akhir bulan ke pihak dinas untuk dikelola.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan retribusi terminal Sudu

di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang maka dapat diambil beberapa kesimpulan

bahwa: /\
1. Pada indikator w
D {f’ l

-

1
naloe

i

2. 3 r -

Ao
\ g 504 AR

retribusi yang ada di .

aksanaan pemungutan retribusi
terminal yang dilakukan oleh para kolektor yang berjalan secara efektif dan
sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Penggerakan dalam hal ini meliputi (a) Motivasi kepada para petugas terminal
yaitu terjalinnya komunikasi yang baik antara para petugas dengan pihak dinas

dan pemberian pengarahan yang bersifat positif (b) system penggajian kepada
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para petugas terminal penggajian para kolektor yang tidak tepat waktu
membuat kinerja para kolektor tidak efektif.

. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan dalam hal ini meliputi (a)
Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan yaitu turun

langsung ke lapangan mengawasi para petugas dalam pemungutan retribusi

asi dan Komunikasi
agar dapat 1 alika esejaiteraan para kolektornya yakni
memberikan gaji kolektor tepat waktu dan juga dapat memberikan bonus
sebagai motivasi agar kinerja para kolektor menjadi lebih baik.

3. Proses pengawasan oleh Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi
agar melakukan pengawasan langsung di lapangan secara rutin setiap hari
untuk meminimalisir penyimpangan yang terjadi agar pengelolaan

retribusi terminal bisa efektif.
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4. Diharapkan pemerintah memberikan sanksi yang tegas kepada petugas dan
pengguna jasa yang melakukan pelanggaran.

5. Bagi masyarakat pengguna jasa diharapkan mematuhi aturan yang berlaku
dalam terminal sehingga ketertiban dan keamanan dapat terjaga.

6. Pemerintah harus sadar pentingnya pengelolaan terhadap retribusi terminal

karena dapat meningkatkan PEaflapatan Asli Daerah.
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PENGELOLAAN TERMINAL SUDU DI KECAMTAN ALLA
KABUPATEN ENREKANG
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Jurusan llmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh Makassar
Jurusan llmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh Makassar
Jurusan lImu Administrasi Negara Fisipol Unismuh Makassar

S datany akan adalah Reduksi
data, penyajian 0 ‘ 113 € igunakan triangulasi

yaitu triangulasi wakiy, trianc inguiasiteknik. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa Pengelolaa al sudu Kabupaten Enrekang belum
optimal dilihat dari realisasi penerlmaan retribusi terminal tidak dapat mencapai target
yang telah ditetapkan sehingga peningkatan terhadap PAD Kabupaten Enrekang sangat
rendah dan fasilitas di terminal masih belum lengkap.

Kata Kunci: Pengelolaan. Retribusi, Terminal.



PENDAHULUAN

Terminal adalah  prasarana
transportasi jalan untuk keperluan
memuat dan  menurunkan serta
mengatur kedatangan dan
keberangkatan  kedaraan  umum.
Keberadaan terminal berperan dalam

menentukan  tingkat kinerja

beberapa permasalahan yang timbul
menyebabkan sistem manejemen
pada setiap terminal yang ada
semakin menurun sehingga sangat
diperlukan tentang adanya
pengelolaan terminal. Pengelolaan
terminal merupakan salah satu
variable yang berperan dalam

pengembangan transportasi, dapat

menunjang aktivitas para pengguna
jasa  angkutan umum, dan
pengelolaan  retribusi  terminal
memiliki potensi besar memberikan
masukan pada kas daerah guna
menunjang Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kabupaten
Pemasukan daerah yang berasal dari
: ang semakin menurun dari

hun menjadi tumpuan

ﬂ l'dimakasimalkan

Enrekang.

0 6 Ja, upaya-upaya

1- sfi

CHgUaKal

olaan retribusi

Pendapatan Asli

upaya yang dilakukan pemerintah
untuk membiayai pembangunan serta
kebutuhan suatu daerah. Retribusi
terminal merupakan salah satu
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Enrekang yang
bersumber dari retribusi daerah.

Hal ini terdapat dalam Perda
Kabupaten Enrekang No.10 Tahun

2011 tentang retribusi izin terminal.



Berdasarkan hasil pra-riset Kabid
Teknik Sarana dan Prasarana Dinas
Perhubungan, Informasi dan
Komunikasi Kabupaten Enrekang
mengemukakan bahwa penyebab
belum mencapai target karena

kendaraan tidak mau masuk terminal,

dan Fasilitas terminal belum lengke
Pengelolaan terhad .ﬂ/

pengawasan dengan memanfaatkan
baik ilmu maupun seni agar dapat
menyelesaikan tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan itu sendiri menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) memiliki arti memiliki arti
proses perbuatan dan  cara
mengelolah melakukan sesuatu

kegiatan dengan mengarahkan orang

lain, dan  proses  mengawasi

pelaksanaan kebijakan dan
pencapaian tujuan.

Siswanto, (2006:21)
pengelolaan merupakan suatu
aktifitas yang sistematis yang saling
bersusulan agar tercapai tujuan.
Pengelolaan dapat diartikan sebagai
i manajemen  adalah

proses yang diterapkan

perencanaan

sadar  dan
tusan yang telah
secara  matang
tentang hal-hal yang dikerjakan
dimasa depan dalam dan oleh suatu
organisasi dalam rangka pencapaian
tujuan yang ditetapkan.
Pengorganisasian  merupakan
proses mengatur dan mengalokasikan
tugas-tugas, pekerjaan, wewenang,
peran-peran termasuk koordinasi
hubungan-hubungan antar bagian

baik secara  vertikal maupun



horisontal dalam suatu struktur
organisasi yang diperlukan untuk
mencapai  tujuan  yang sudah
ditentukan. Semakin jelas dan
terpadu tugas-tugas yang dirancang
dalam suatu organisasi akan semakin
efektif organisasi itu mencapai

tujuannya (Ulber Silalahi, 20

efektif ~ serta  efisien
pencapaian tujuan suatu organisasi.

Di dalam manajemen,
pengarahan ini  bersifat sangat
kompleks karena disamping
menyangkut manusia juga
menyangkut berbagai tingkah laku
dari manusia-manusia itu sendiri.
Manusia dengan berbagai tingkah

lakunya yang berbeda-beda.

Pada umumnya pimpinan
menginginkan pengarahan kepada
bawahan dengan maksud agar
mereka bersedia untuk bekerja
sebaik mungkin, dan diharapkan
tidak menyimpang dari prinsip-
prinsip di atas.

Cara-cara pengarahan yang

an dapat berupa, (a) Orientasi

pimpinan

dari

Siswanto dan Sastrohadiwiryo,
(2003:26) pengawasan merupakan
suatu proses dan rangkaian kegiatan
untuk mengusahakan agar suatu
pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai
dengan  rencana  yang  telah
ditetapkan dan tahapan yang harus
dilalui. Proses pengawasan pada
dasarnya dilaksanakan oleh

manajemen dengan mempergunakan



dua macam teknik, yaitu
pengawasan langsung (direct
control) dan pengawasan tidak
langsung (indirect control). Yang
dimaksud  dengan  pengawasan
langsung adalah apabila pimpinan

organisasi melakukan sendiri

pengawasan terhadap kegia

sedang dijalankan _ol€j
bawahannya. /“‘ P‘

negatif.
Josef Riwu Kaho (2003:17)
Retribusi Daerah adalah

pembayaran-pembayaran kepada
Negara yang dilakukan oleh mereka
yang menggunakan jasa-jasa Negara
ataupun merupakan iuran kepada
pemerintah yang dapat dipaksakan
dan jasa balik secara langsung dapat

di tunjuk.

Ahmad Yani (2002:56), Jenis
Retribusi Daerah meliputi Retribusi
Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha
dan Retribusi Perizinan Tertentu
adalah retribusi atas kegiatan tertentu
pemerintah daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi
atau badan.

Berdasarkan Peraturan Daerah

al
(2010:34)

retribusi

yang menyelenggarakan angkutan
orang/ barang dengan kendaraan
umum. Retribusi terminal merupakan
salah satu jenis retribusi jasa usaha
yang keberadaannya cukup
bermanfaat bagi setiap kendaraan
bermotor umum yang digunakan
untuk mengatur kedatangan dan
keberangkatan, = menaikkan  dan

menurunkan orang dan/atau barang



serta perpindahan moda angkutan.
Undang-Undang No 34 tahun 2000
disebutkan bahwa PAD merupakan
segala sesuatu yang diperoleh
pemerintah daerah yang dapat diukur
dengan uang karena adanya

kewenangan yang diberikan

Pendapatan Asli Daerah (PAD)
meliputi Pajak daerah, Retribusi
daerah, Perusahaan daerah. Dinas
daerah, dan Pendapatan daerah
lainnya.

Adapun yang menjadi variable

pengelolaan meliputi 4 indikator

masyarakat dapat berupa hasil -ntaranya adalah  Perencanaan

daerah, hasil retribusi da€]

perusahaan  mili

kas daerah.

Menurut UU 32 tahun 2004
pada pasal 157, sumber PAD terdiri
dari (a) Hasil pajak daerah, (b) Hasil
Retribusi  Daerah, (c)  Hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan (d)
Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Lain-lain

Sedangkan menurut Josef Riwu

Kaho (2003:143) Sumber

[L"sperencanaan penentuan target

selama dua bulan setelah seminar
proposal. Lokasi penelitian
dilaksanakan dilaksanakan di Dinas
Perhubungan, Infokom Kabupaten

Enrekang dan di terminal Sudu

Kecamatan Alla Kabupaten
Enrekang.
Jenis penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian deskriptif kualitatif



yaitu pendekatan yang diarahkan
untuk memberikan gambaran atau
mendeskripsikan fenomena, fakta-
atau kejadian secara sistematis dan
akurat sedangkan tipe penelitian ini
adalah Fenomenologi yang

menjelaskan suatu fakta atau realita

data, baik
daftar
percakapan bebas yang berhubungan
dengan permasalahan yang telah
dirumuskan sebelumnya.

Sumber data utama dalam
penelitian kualitatif ialah kata-kata
dan tindakan selebihnya adalah data
tambahan seperti dokumen dan lain-
lain. Data hasil penelitian didapatkan
melalui dua sumber data, yaitu data

sekunder dan data primer. Data

tersebut dianalisis secara deskriptif
di interpretasi pada informan dengan
melakukan wawancara informan
kemudian mengecek kembali data
tersebut untuk memahami secara
mendalam serta teori-teori yang
sesuai dengan data tersebut yang
dikumpulkan agar dapat

elitian bermutu.

di

al. Dengan ini

tiga

terdapat didalam

busi terminal yang

meliputi  (a)

perencanaan, (b)
pengorganisasian, (c) penggerakkan
dan (d) pengawasan.

Perencanaan adalah pemilihan
dan pemutusan sekumpulan kegiatan
yang harus dilakukan. Perencanaan
adalah pemilihan  sekumpulan
kegiatan dan pemutusan selanjutnya

apa yang harus dilakukan, kapan,



bagaimana dan oleh siapa. Pada
prinsipnya perencanaan merupakan
suatu proses yang tidak mengenal
akhirnya dan untuk mencapai hasil
yang memuaskan maka perencanaan
harus mempertimbangkan kondisi di

waktu yang akan datang dan kondisi
diwaktu sekarang yaitu saa
itu dibuat untuk dilgks

Adanya suatu

e

e Bvven:

"' A@%{;
O/
‘\*f"’

-_—
a2

indikator melir: 6“?

penentuan o!_,,..m.,“ 3

terminal dan (b) perencanaan

penentuan fasilitas terminal.

Berdasarkan penjelasan
tersebut, maka  penjabarannya
sebagai berikut. Pengelolaan

retribusi terminal tidak lepas dari
perencanaan  penentuan  target
anggaran retribusi terminal karena
merupakan suatu hal yang penting

dalam peningkatan realisasi

“UsTakamNOF
e

penerimaan  retribusi  terminal.

Perencanaan  penentuan  target
anggaran senantiasa dilakukan tidak
didasarkan pada potensi  yang
dimiliki terminal Sehingga hampir
setiap tahunnya realisasi retribusi

terminal tidak pernah mencapai

tercapainya  target

.Tnl g berwenang antara
_.,,__! nas Perhubungan,

seksi terminal, Dinas

nfokom,
Pengelolaan
(DPKD)

Enrekang

Keuangan  Daerah
dan DPRD Kabupaten

kemudian setelah
mencapai kesepakatan barulah target
yang disetujui direalisasikan,.
Penentuan target anggaran senantiasa
dilakukan tidak didasarkan pada
potensi yang dimiliki terminal

Sehingga hampir setiap tahunnya



realisasi retribusi terminal tidak
pernah mencapai target. Jadi, untuk
penetapan target harusnya
disesuaikan dengan potensi yang ada,
Khususnya pada jumlah angkutan
yang ada. Selain itu, penentuan target

anggaran berdasarkan pada realisasi

sehingga penentua
berubah-ubah.

keterminal.

Berdasarkan hasil penelitian
maka terdapat realisasi penerimaan
retribusi terminal Sudu mulai tahun
2014-2016 dilihat bahwa terjadi
penurunan realisasi penerimaan dari
tahun ketahun. Tahun 2014 Realisasi
penerimaan yang melebihi target
yaitu 7.050.000 atau 141 persen dari
target anggaran yang ditetapkan. Di
tahun 2015 realisasi penerimaan

menurun yaitu 6.544.00 atau 81,8
persen dari target anggaran. Dan
pada tahun 2016 juga mengalami
penurunan yaitu 5.304.000 atau 66.3
persen dari target yang telah
ditetapkan dan hal inirealisasi
tahun 2015 dan 2016 tidak mencapai
anggaran retribusi.
penentuan fasilitas
ahwa pemerintah telah

al mungkin dalam

alam terminal

inal  masih
salah  satunya
(Musholla),

sehingga, masih banyak masyarakat
yang malas masuk kelokasi terminal.
Indikator kedua yaitu mengenai
pengorganisasian. Istilah organisasi
yang didefinisikan secara statis
diartikan sebagai suatu gambaran
secara skematis tentang bagian-
bagian tugas dan tanggung jawab dan
hubungan bagian yang terdapat

dalam suatu badan atau suatu



lembaga sedangkan secara dinamis
diartikan  sebagai suatu proses
penetapan dan pembagian pekerjaan
yang akan dilakukan, pembatasan
tugas-tugas atau tangung jawab serta
wewenang dan penetapan hubungan
antara unsur organisasi sehingga

memungkinkan orang-orang

sekumpulan kegiatan.

Kedua aspek ini merupakan
dasar proses pengorganisasian suatu
organisasi untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan secara efisien
dan efektif karena hasil yang
diharapkan dalam suatu
pengorganisasian adalah agar dapat
menggerakkan pegawai/ karyawan

sebagai suatu kesatuan dalam rangka
pencapaian tujuan.

Dalam  proses pelaksanaan
pemungutan retribusi maka
diperlukan adanya sumber daya yang
berhubungan dengan pemungutan
seperti (@) sumber daya manusia

aitu  petugas pemungut dan

seyogianya
apa yang
tujuan dari
dapat
gan baik dan secara
uantitas, semestinya dalam suatu
organisasi jumlah pegawai harus
seimbang dengan jumlah pekerjaaan
dalam organisasi tersebut dengan
maksud bahwa jumlah pegawai tidak
berlebihan  agar  tidak terjadi
pemborosan dan tidak kurang agar
pekerjaan dapat terselesaikan dengan
baik.



Sumber daya manusia yang
digunakan vyaitu Jumlah pegawai/
kolektor yang melaksanakan
pemungutan retribusi di terminal
Sudu sudah sangat seimbang dengan
wajib retribusi yang ada di terminal.
Dengan  demikian

pemungutan
di [

Sudu

terminal

retribusi

Pelaksanaan

pemungutan

retribusi terminal Sudu di Kab.
Enrekang dilakukan hari senin,
selasa, kamis dan hari jumat.
Pelaksanaan dan pembayaran
retribusi terminal yang dilakukan
oleh para kolektor cukup baik karena
para kolektor langsung mendatangi
para pengguna jasa dan memberikan

langsung Kkarcis sehingga para

10

pengguna jasa terminal cukup mudah
dalam membayar tariff retribusi.
Aparat terminal telah melaksanakan
pemungutan retribusi sesuai dengan
peraturan yang telah ditentukan yaitu
PERBUP Kab.Enrekang No.7 Tahun
2016. Kolektor pemungutan retribusi

tenaganya secara
efisien dalam
pencapaian tujuan suatu organisasi.
Di dalam manajemen, penggerakan
ini bersifat sangat kompleks karena
disamping menyangkut manusia juga
menyangkut berbagai tingkah laku
dari manusia-manusia itu sendiri.
Manusia  dengan  berbagai
tingkah lakunya yang berbeda-beda.
Adapun indikator  penggerakkan

meliputi dua hal yaitu (a) pemberian



motivasi  kepada para petugas
terminal, dan (b) sistem penggajian
kepada para petugas terminal.
Pemberian  motivasi  tidak
terlepas dari kebutuhan individu itu
sendiri dan berbagai fakta internal
yang membuat seseorang puas.
Pemberian motivasi para pega
terminal  dapat

mendorong gaira

petugas terminal. pengarahan Ini
masih harus ditambah insentitas
waktunya karna mengingat masih
ada  penyimpangan-penyimpangan
yang dilakukan oleh para kolektor
seperti keterlambatan jam kerja yang
sangat berpengaruh pada jumlah
penerimaan retribusi yang dapat
terealisasi.
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Bentuk penggerakan yang lain
bisa juga di lihat dari bagaimana
sistem penggajian para kolektor/
pemungut retribusi terminal Sudu
dan adakah reword yang di berikan
jika target yang direncanakan bisa
tercapail. Pemerintah tidak

memberikan penghargaan  khusus

anajemen  yang
diangkat penulis merupakan fungsi
manajemen yang ke empat yaitu
pengawasan (controlling)  Fungsi
tersebut menyangkut semua aktivitas
yang dilaksanakan oleh pihak
manajer atau pemimpin dalam
upayanya memastikan bahwa hasil
actual sesuai dengan hasil yang
direncanakan. Pengawasan

dimaksudkan di sini yaitu proses



pemantauan yang dilakukan oleh tim

pemungut retribusi terminal.

Pengawasan dalam  pelaksanaan
pemungutan retribusi merupakan hal
yang sangat urgen. Tak dapat
dipungkiri  bahwa  pengawasan

memegang peranan penting sebagai

merupakan préses nen

pemung
diminima

dalam pemt
Sudu di

dilakukan ole
menghindari menekan seminimal
mungkin terjadinya penyimpangan-
penyimpangan  serta  kesalahan
lainnya yang mungkin biasa terjadi.
Sebab dalam pengelolaan retribusi
terminal Sudu tanpa dilakukan
pengawasan maka, akan mengalami
kesulitan dalam mengukur tingkat
keberhasilan yang dilaksanakan oleh

para petugas yang melaksanakan

oent [
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pemungutan retribusi di terminal
Sudu Kab. Enrekang. Dengan
pengawasan yang baik maka
kecenrungan akan timbulnya
kesalahan yang kurang mendukung
keberhasilan dalam  pemungutan
retribusi  terminal dapat ditekan
seminmal mungkin.

Rinas Perhubungan, Informasi

2ngawasan
4 dilakukan
\ “erhubungan,
komunikasi
ang dan kepala
yang langsung

peninjauan dan

pemeriksaan  atas  pelaksanaan

kegiatan dilapangan yang
berhubungan dengan pemungutan
retribusi terminal Sudu di Kabupaten
Enrekang.

Para petugas dan para sopir
yang melakukan kesalahan, hanya
diberikan pengarahan agar tidak
mengulangi kesalahannya, dan lebih

bertanggung jawab pada tugas yang



diberikan, karena dalam perbup yang
dipedomani tidak tercantum sanksi
yang tegas. Namun para pemerintah
daerah tidak

memberikan sanksi yang tegas pada

segan-segan

kolektor yang selalu mengulangi
kelalaiannya.
Setiap hari pasar yakni R

penangg

retribusi

personilnya
pemungutan,
terjadinya penyimpangan,
penyelewengan, hambatan,
kesalahan dan sebagainya yang dapat
menghambat pencapaian penerimaan

retribusi terminal di  Kabupaten

Enrekang.
Dinas  terkait = melakukan
pengawasan kepada kolektor

pemungut retribusi setiap hari selasa

dan jum’at, masyarakat dan petugas
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yang melakukan  kesalahan dan

penyimpangan hanya  diberikan
sanksi  yaitu pengarahan  dan
peringatan saja karena dalam
PERBUP tidak dicantumkan sanksi
yang tegas.

Penyimpangan sering terjadi

karena pengawasan yang dilakukan

proses
al tidak

langsung

s

di ta laporan
"‘ﬁ{ Kabid
@ dan

* pertahunnya

kekurangan dalam
s aan  pemungutan

retribusi  terminal dan  juga
melakukan pengawasan terhadap
benda berharga (karcis) perbulannya
melalui  laporan-laporan  secara
tertulis kepada atasan, dimana
dengan laporan tertulis tersebut dapat
dinilai sejauh manakah bawahan
melaksanakan tugasnya sebagai
mana mestinya. Dinas terkait

melakukan pengawasan tidak



langsung dengan meminta laporan
penerimaan retribusi  perbulannya
kemudian dievaluasi untuk
mengetahui  kekurangan  dalam
proses pemungutan retribusi dan
dalam laporan penerimaan

pemungutan  retribusi  dilakukan
dengan menghitung jumlah Kka
yang keluar.

Kordinator

e
melaporkan MHa e
V7 &

Berdasarkan hasil penelitian
mengenai pengelolaan terminal sudu
di Kecamatan Alla Kabupaten
Enrekang maka dapat diambil
beberapa kesimpulan bahwa Pada
indikator perencanaan Pada indikator
perencanaan yang dibuat untuk
meningkatkan realisasi penerimaan

retribusi  terminal  yaitu  (a)
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Perencanaan  penentuan  target
anggaran retribusi terminal masih
belum efektif karena tidak di dukung
dengan data-data yang akurat
mengenai potensi yang di miliki oleh
terminal khususnya dengan

menyesuaikan jumlah  kendaraan

masuk dalam wajib retribusi.
anaan penentuan fasilitas

meningkatkan

pinal - namun,

perjalan secara efektif dan sesuai
dengan aturan yang berlaku.
Penggerakan dalam hal ini
meliputi (@) Pemberian motivasi
kepada para petugas terminal yaitu
terjalinnya komunikasi yang baik
antara para petugas dengan pihak
dinas dan pemberian pengarahan
yang bersifat positif (b) sistem
penggajian kepada para petugas



terminal penggajian para kolektor
yang tidak tepat waktu membuat
kinerja para kolektor tidak efektif.
Pengawasan yang dilakukan
oleh atasan dalam hal ini meliputi (a)
Pengawasan langsung yang
dilakukan oleh Dinas Perhubungan

yaitu turun langsung ke lapaneél

mengawasi para pet /

tahunnya

berwenang.
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